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Abstrak 

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan SKCK di 
Polres Prabumulih. Masalah difokuskan pada kualitas pelayanan penerbitan SKCK. Guna mendekati 
masalah ini dipergunakan acuan teori dari konsep kualitas pelayanan menurut Zeithaml (2010) untuk 
mengevaluasi dimensi-dimensi pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan 
Keamanan Polres Prabumulih. Data-data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi 
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Weight Mean Score (WMS). Subjek penelitian 
merupakan responden yang mengurus SKCK di Polres Prabumulih. Kajian ini menyimpulkan bahwa Uji 
Validitas menunjukkan semua pernyataan valid dengan nilai r hitung yang memadai. Rata-rata kualitas 
pelayanan SKCK di Polres Prabumulih berkisar antara 3,32 hingga 4,91, menunjukkan kepuasan 
responden dalam rentang jawaban 3,01 – 4,00. Faktor-faktor seperti kemudahan akses dan komunikasi 
petugas dinilai cukup baik, meskipun masih ada kendala terkait pemahaman terhadap kepentingan 
pemohon. Meskipun demikian, upaya petugas dalam memberikan pelayanan sesuai motto Polres 
Prabumulih dinilai sudah cukup baik. 

Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan; SKCK 

 
Abstract 

This article or writing aims to analyze the quality of service in issuing SKCK at Prabumulih Police. The 
problem focuses on the quality of SKCK publishing services. In order to approach this problem, a theoretical 
reference from the concept of service quality according to Zeithaml (2010) was used to start the service 
dimensions in the Public Service Office of the Prabumulih Police Intelligence and Security Unit. Data was 
collected through questionnaires, observations and documentation studies, then analyzed using the Weight 
Mean Score (WMS). The research subjects were respondents who managed SKCK at the Prabumulih Police 
Station. This study concludes that the Validity Test shows that all statements are valid with a calculated r 
value that is capable. The average quality of SKCK services at the Prabumulih Police Station ranges from 
3.32 to 4.91, indicating respondent satisfaction in the answer range of 3.01 – 4.00. Factors such as ease of 
access and communication between officers are considered quite good, although there are still obstacles 
related to understanding the importance of the application. However, the officers' efforts to provide services 
according to the Prabumulih Police motto were considered to be quite good. 
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PENDAHULUAN  
Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Pelayanan publik mencakup berbagai 
sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan yang disediakan oleh 
pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Peran penyelenggara pelayanan publik 
sangat krusial dalam menjamin akses yang adil dan merata terhadap layanan-layanan ini, sehingga 
setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup 
(Kurniaty et al., 2021; Nababan et al., 2022; Sidabutar et al., 2023; Suharyanto et al., 2022). 

Pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat bergantung pada kemampuan pemerintah 
dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran. Penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu pendorong utama dalam 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, sistem e-government memungkinkan 
masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan secara online, mengurangi 
birokrasi, dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan 
pengumpulan data yang lebih akurat dan transparan, sehingga mempermudah pengawasan dan 
evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. 

Namun, tantangan dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi 
juga mencakup faktor-faktor seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah harus 
memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik 
korupsi. Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan dan umpan balik yang efektif agar 
masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan saran terkait pelayanan yang diterima. Dengan 
demikian, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 
tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata warga negara. 

Salah satu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik adalah Kepolisian 
Republik Indonesia (POLRI)(Andira et al., 2022). Sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian 
bertugas untuk melayani, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan 
fungsinya, kepolisian harus siap menghadapi permintaan dan kebutuhan masyarakat, salah 
satunya melalui pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelijen 
keamanan kepada seseorang untuk memenuhi berbagai keperluan yang mempersyaratkan adanya 
surat tersebut (Marsella, 2015). Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014, SKCK 
diterbitkan setelah melalui proses penelitian biodata dan catatan kepolisian tentang pemohon. 
Fungsi pelayanan ini merupakan bagian penting dari tugas kepolisian dalam memenuhi kebutuhan 
administratif masyarakat (Almustadzichin, 2011). 

Meskipun pentingnya pelayanan SKCK diakui, Polres Prabumulih menghadapi sejumlah 
tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Data dari Polres 
Prabumulih tahun 2019 menunjukkan angka pemohon SKCK yang sangat tinggi, dengan rata-rata 
724 pemohon per bulan. Jumlah ini mencerminkan tuntutan yang signifikan terhadap layanan ini 
dari berbagai segmen masyarakat, termasuk pelamar kerja, TNI/POLRI, dan CPNS. 

Seiring dengan peningkatan jumlah pemohon, Polres Prabumulih berupaya menjaga kualitas 
pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, dalam konteks pelayanan publik, 
tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada volume pemohon. Aang Kurniawan (2019) 
menyoroti pentingnya efisiensi, keadilan, dan demokrasi dalam pelayanan publik untuk 
membangun kembali kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam upaya Polres 
Prabumulih untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK. 

Fandy Tjiptono (Kusuma, 2018; Normasari et al., 2013) menjelaskan bahwa kualitas 
pelayanan memiliki dampak langsung terhadap kepuasan konsumen. Dalam konteks pelayanan 
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publik seperti penerbitan SKCK, kualitas pelayanan tidak hanya mencakup efisiensi proses, tetapi 
juga aspek keakuratan informasi, keramahan, dan ketersediaan fasilitas yang mendukung 
(HUTASOIT, 2024). Upaya peningkatan kualitas ini penting bagi Polres Prabumulih tidak hanya 
untuk memenuhi standar operasional prosedur, tetapi juga untuk memperkuat citra dan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. 

Kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan SKCK, tidak hanya berdampak pada 
tingkat kepuasan masyarakat tetapi juga pada citra dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian 
(Setiaji & Subadi, 2022). Oleh karena itu, penting bagi Polres Prabumulih untuk terus melakukan 
evaluasi dan perbaikan terhadap proses pelayanan yang ada, guna memastikan bahwa pelayanan 
yang diberikan selalu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek kualitas pelayanan publik di 
Indonesia. Seperti penelitian oleh Marbun (2017) menemukan bahwa kualitas pelayanan publik 
yang baik berhubungan erat dengan tingkat kepuasan masyarakat. Marbun juga menekankan 
bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas, 
penyediaan fasilitas yang memadai, dan perbaikan sistem administrasi. 

Selain itu, penelitian oleh Susanto (2019) mengenai pelayanan SKCK di Polres Jakarta Barat 
menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan dan keramahan petugas sangat mempengaruhi tingkat 
kepuasan pemohon SKCK. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemohon lebih puas 
dengan pelayanan yang cepat dan petugas yang ramah serta informatif. 

Penelitian lain oleh Wulandari (2024), yang mengkaji pelayanan publik di Polres Surabaya 
menemukan bahwa penyediaan informasi yang jelas dan proses yang transparan sangat penting 
dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Wulandari menyarankan bahwa peningkatan kualitas 
pelayanan dapat dicapai dengan memperbaiki komunikasi antara petugas dan masyarakat serta 
mempercepat proses administrasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Prabumulih. Penelitian ini penting untuk 
mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan 
bagaimana upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan.  

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel 100 orang. Teknik 
pengumpulan data meliputi kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan 
Weight Mean Score (WMS). Subjek penelitian adalah responden yang mengurus Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Prabumulih. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. 
Variabel yang diukur mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, serta 
persepsi kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi: Tangibel, Reliability, Responsiveness, 
Assurance, dan Empathy. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 25.0, dengan uji validitas, 
reliabilitas, deskriptif, dan normalitas. 

Karakteristik responden menunjukkan 54% laki-laki dan 46% perempuan. Mayoritas 
berusia 20-29 tahun (36%). Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA (37%) dan S1 (32%). 
Sebagian besar responden (70%) sudah menikah. Uji validitas menunjukkan semua butir 
kuesioner valid dengan r-hitung lebih besar dari r-tabel. Uji normalitas dengan One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan data memenuhi persyaratan normalitas.  
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Proses Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjelaskan ada atau tidak adanya 
catatan kriminal seseorang (2019). SKCK diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti melamar 
pekerjaan, mengurus visa, atau mengikuti seleksi masuk lembaga pendidikan. Proses penerbitan 
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SKCK melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon, mulai dari pengumpulan 
persyaratan hingga penerbitan dokumen. Efisiensi dan efektivitas proses ini sangat penting untuk 
memastikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.  

Langkah pertama dalam proses penerbitan SKCK adalah pengumpulan persyaratan. 
Pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Keluarga (KK), pas foto berwarna ukuran 4x6, dan sidik jari. Berdasarkan Peraturan 
Kapolri No. 18 Tahun 2014, syarat-syarat ini harus dipenuhi untuk memastikan identitas pemohon 
dan mencegah penyalahgunaan dokumen. Menurut Sudarsono (2022), pengumpulan persyaratan 
yang jelas dan terstruktur membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi 
kemungkinan kesalahan dalam penerbitan SKCK. 

Setelah mengumpulkan semua persyaratan, pemohon harus melakukan pendaftaran. 
Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung di kantor kepolisian atau secara online melalui 
website resmi Polri. Pendaftaran online mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan 
tanpa harus datang langsung ke kantor polisi, yang dapat menghemat waktu dan biaya. Sejalan 
dengan studi yang dilakukan oleh Hermawan (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan sistem pendaftaran online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 
proses penerbitan SKCK, serta mengurangi antrian di kantor polisi. 

Setelah pendaftaran, data pemohon akan diverifikasi oleh petugas kepolisian. Verifikasi ini 
meliputi pengecekan keabsahan dokumen dan kesesuaian data yang diberikan. Selain itu, 
pemohon juga akan menjalani pemeriksaan sidik jari untuk memastikan identitasnya. 
Pemeriksaan sidik jari dilakukan untuk mencocokkan data biometrik pemohon dengan database 
kepolisian. Menurut Handayani (2021), verifikasi data dan pemeriksaan sidik jari merupakan 
langkah penting dalam mencegah pemalsuan identitas dan menjamin keamanan dalam proses 
penerbitan SKCK. 

Setelah data dan sidik jari diverifikasi, SKCK akan diterbitkan oleh petugas kepolisian. Proses 
penerbitan ini biasanya memakan waktu beberapa hari kerja, tergantung dari jumlah permohonan 
yang masuk dan kebijakan masing-masing kantor kepolisian. Dalam beberapa kasus, SKCK bisa 
diterbitkan pada hari yang sama jika semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada kendala dalam 
proses verifikasi. Penelitian oleh Wirawan (2017), mengungkapkan bahwa waktu yang 
dibutuhkan untuk penerbitan SKCK dapat dipersingkat dengan penggunaan teknologi informasi 
yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kepolisian. 

Setelah SKCK diterbitkan, pemohon bisa mengambilnya di kantor polisi atau menerima 
melalui pos jika pendaftaran dilakukan secara online. Pemohon harus menunjukkan bukti 
pendaftaran dan identitas asli saat mengambil SKCK. Pengambilan SKCK yang efisien dan tepat 
waktu sangat penting untuk memastikan kepuasan pemohon. Menurut Wibowo (2013), layanan 
pengambilan SKCK yang cepat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi kepolisian. 

Selaiin itu dalam membuat SKCK terdapat beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama 
dalam proses penerbitan SKCK adalah birokrasi yang rumit. Proses yang melibatkan banyak 
tahapan dan persyaratan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemohon. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses pelayanan. 
Menurut Supriyanto (2022), penyederhanaan birokrasi melalui reformasi administrasi dan 
penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk dalam 
penerbitan SKCK. 

Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi di beberapa kantor kepolisian juga menjadi 
kendala dalam proses penerbitan SKCK. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam 
verifikasi data dan penerbitan dokumen. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas 
kepolisian sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Studi oleh Rahman (2020) 
menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kepolisian 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penerbitan SKCK. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan SKCK sangat penting untuk 
mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem pendaftaran dan verifikasi yang 
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transparan serta pengawasan yang ketat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan 
kepercayaan masyarakat. Menurut Nugroho (2012), penerapan prinsip-prinsip good governance 
dalam pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga 
mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Proses penerbitan SKCK merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh 
Polri kepada masyarakat. Untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, proses ini 
harus dilakukan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan birokrasi adalah langkah-
langkah penting yang dapat diambil untuk memperbaiki pelayanan penerbitan SKCK. Pendapat 
ahli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan efisiensi 
dan kualitas pelayanan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. 
 
Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 
di Polres Prabumulih 

 Pelayanan publik yang berkualitas menjadi fokus utama bagi instansi pemerintah, termasuk 
dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Polres Prabumulih sebagai 
lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang 
cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep kualitas 
pelayanan menurut Zeithaml (2010), untuk mengevaluasi dimensi-dimensi pelayanan yang ada di 
Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Prabumulih. Dimensi-
dimensi tersebut meliputi tangibility (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness 
(ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (kepedulian). 

Dimensi Tangibel, yang mencakup aspek penampilan, kenyamanan, kemudahan, 
kedisiplinan, dan alat bantu, mendapat penilaian positif dengan mayoritas responden menyatakan 
baik hingga sangat baik (96,2%). Di Polres Prabumulih, sarana dan prasarana yang tersedia untuk 
pelayanan SKCK telah cukup memadai. Terdapat ruang tunggu baik dalam ruangan maupun di luar 
dengan fasilitas seperti AC, televisi, mesin fotocopy, dan area parkir yang memadai. Sarana-sarana 
ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pemohon tetapi juga mempercepat proses pelayanan. 
Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti aksesibilitas untuk sistem 
pendaftaran online yang masih mengalami gangguan teknis terkadang. 

Selain itu, jumlah dan kualitas petugas yang tersedia juga berpengaruh pada dimensi ini. 
Memiliki jumlah petugas yang cukup dan terlatih di bidangnya membantu memastikan bahwa 
setiap pemohon mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien. Komunikasi yang jelas antara 
petugas dan pemohon juga menjadi faktor penting dalam dimensi ini. 

Dimensi Reliability, yang mencakup kecermatan, kejelasan, kemampuan, dan keahlian, juga 
mendapatkan penilaian yang positif dengan mayoritas responden menyatakan baik hingga sangat 
baik (98,3%). Keandalan pelayanan diukur dari seberapa baik proses pelayanan dapat dilakukan 
dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang dijanjikan. Di Polres Prabumulih, keandalan 
pelayanan SKCK terbilang baik dengan proses yang cermat dan tepat waktu. Namun demikian, 
terdapat keluhan dari sebagian pemohon terkait dengan lamanya proses pendaftaran, terutama 
pada masa penerimaan PNS, Polri, dan TNI. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam 
mengantisipasi lonjakan permohonan pada periode tertentu. 

Ketepatan penempatan petugas sesuai dengan bidangnya juga berperan penting dalam 
meningkatkan keandalan pelayanan. Petugas yang terlatih dan berkompeten di bidangnya mampu 
memberikan pelayanan yang lebih baik dan akurat kepada masyarakat. 

Responsiveness, yang meliputi respon, kecepatan, ketepatan, kecermatan, dan waktu, juga 
dinilai baik hingga sangat baik oleh mayoritas responden (85,6%). Dimensi ketanggapan 
menunjukkan seberapa cepat dan tanggap petugas dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan 
pemohon. Di Polres Prabumulih, ketanggapan terhadap permohonan SKCK dinilai cukup baik. 
Petugas tidak hanya responsif terhadap keluhan-keluhan yang muncul tetapi juga memberikan 
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bantuan dan arahan kepada pemohon, terutama dalam pengisian formulir dan proses teknis 
lainnya. 

Namun demikian, untuk meningkatkan ketanggapan, perlu dipertimbangkan penambahan 
jumlah petugas pada saat-saat tertentu yang mengalami lonjakan permohonan. Hal ini dapat 
mencegah kemungkinan adanya penundaan dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi 
kepuasan pemohon. 

Dimensi Assurance, yang mencakup tepat waktu, biaya, legalitas, dan kepastian, 
mendapatkan penilaian positif dengan mayoritas responden menyatakan baik hingga sangat baik 
(92,5%). Jaminan dalam pelayanan SKCK mengacu pada kepastian dan keamanan yang diberikan 
kepada pemohon selama proses pelayanan. Di Polres Prabumulih, jaminan ini telah ditegakkan 
dengan baik melalui kejelasan biaya yang diberlakukan serta pengaturan yang transparan terkait 
prosedur pembuatan SKCK. Biaya pembuatan yang tetap dan tidak adanya biaya tambahan atau 
pungutan liar memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan 
pelayanan yang adil dan terpercaya. 

Selain itu, keamanan lingkungan kerja dan proses pelayanan juga merupakan bagian dari 
dimensi ini. Penghapusan praktik calo dalam proses pelayanan SKCK serta lingkungan kerja yang 
bersih dan teratur membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemohon selama berada 
di Polres Prabumulih. 

Sementara itu, Dimensi Empathy, yang mencakup kepentingan, ramah, sopan santun, dan 
tidak diskriminatif, juga mendapat penilaian yang baik dengan mayoritas responden menyatakan 
baik hingga sangat baik (85,1%). Dimensi kepedulian menggambarkan seberapa besar perhatian 
dan kepedulian petugas terhadap kebutuhan dan aspirasi pemohon. Di Polres Prabumulih, 
kepedulian terhadap pemohon SKCK telah ditekankan dengan menyediakan berbagai sarana 
komunikasi seperti loket pengaduan dan media sosial untuk menerima masukan dan keluhan. 
Pelayanan yang ramah dan memberikan solusi yang tepat bagi pemohon membantu menciptakan 
pengalaman positif selama proses pelayanan. 

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan interpersonal petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih 
empatik dan mengurangi insiden tidak pantas seperti nada tinggi atau perilaku yang kurang sopan 
dalam berinteraksi dengan pemohon. 

Berdasarkan Analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rata-
rata kualitas pelayanan SKCK Polres Prabumulih berada pada rentang 3,32 hingga 4,91, yang 
menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari perspektif responden.  

Selain dari lima dimensi utama di atas, faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan 
SKCK di Polres Prabumulih meliputi perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan jumlah dan 
kualitas petugas, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung pelayanan 
online, serta pelatihan dan pengembangan bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan 
profesionalisme dan keterampilan interpersonal. 

Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif terhadap evaluasi kualitas pelayanan 
SKCK di Polres Prabumulih, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan publik yang lebih efisien, 
efektif, dan berkualitas. Evaluasi yang terus-menerus serta komitmen untuk meningkatkan setiap 
aspek pelayanan akan membantu Polres Prabumulih mencapai standar pelayanan yang lebih 
tinggi dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang 
dibutuhkan. 
 
SIMPULAN  

Proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penting untuk keperluan 
resmi seperti lamaran kerja, visa, dan pendidikan. Tahapannya meliputi pengumpulan 
persyaratan, pendaftaran langsung atau online, verifikasi data oleh petugas, dan penerbitan SKCK. 
Teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran online, meningkatkan efisiensi, meski dihadapkan 
pada birokrasi kompleks dan keterbatasan sumber daya. Transparansi dan akuntabilitas dalam 
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proses ini mencegah korupsi. Reformasi administrasi dan pelatihan bagi petugas diperlukan untuk 
perbaikan layanan dan kepercayaan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) di Polres Prabumulih dinilai baik. Uji Validitas menunjukkan semua pernyataan 
valid dengan nilai r hitung yang memadai. Rata-rata kualitas pelayanan SKCK di Polres Prabumulih 
berkisar antara 3,32 hingga 4,91, menunjukkan kepuasan responden dalam rentang jawaban 3,01 
– 4,00. Faktor-faktor seperti kemudahan akses dan komunikasi petugas dinilai cukup baik, 
meskipun masih ada kendala terkait pemahaman terhadap kepentingan pemohon. Meskipun 
demikian, upaya petugas dalam memberikan pelayanan sesuai motto Polres Prabumulih dinilai 
sudah cukup baik. 
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